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OUTLINE

Regulasi Pesawat Udara Tanpa Awak (PUTA)

Ruang Udara Pengoperasian PUTA

Prosedur dan Persetujuan Pengoperasian PUTA 

Monitoring dan Pengawasan

Persetujuan Pengoperasian PUTA dengan SidopiGo



REGULASI PESAWAT UDARA TANPA AWAK (PUTA)
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REGULASI TERKAIT PESAWAT UDARA TANPA AWAK (PUTA) DI INDONESIA

Undang-Undang

• UU No. 1 Tahun 2009 – Penerbangan

• UU No. 6 Tahun 2023 – Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah

• PPNo4Tahun2018 - Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia

• PP No. 32 Tahun 2021 – Penyelenggaraan Bidang Penerbangan

Peraturan Menteri Perhubungan

• PM 37 Tahun 2020 – Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara Yang Dilayani Indonesia

• PM 63 Tahun 2021 (CASR 107) – Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak (Small Unmanned Aircraft System)

• PM 34 Tahun 2021 (CASR 22) –Standar Kelaikudaraan Untuk Sistem Pesawat Udara Yang Dikendalikan Jarak 
Jauh (Remotely Piloted Aircraft System)

Peraturan Dirjen Perhubungan Udara

• PR 9 Tahun 2022 Petunjuk Teknis Persetujuan Pengoperasian PUTA di Ruang Udara yang Dilayani
Indonesia dengan Sistem Berbasis Teknologi Informasi

DIREKTORAT NAVIGASI PENERBANGAN



RUANG UDARA UNTUK PENGOPERASIAN PUTA
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RUANG UDARA YANG DILAYANI INDONESIA

RUANG UDARA YANG DILAYANI INDOENSIA MEMILIKI LUAS 7,789,268 KM2

TERBAGI MENJADI 2 FIR YAITU:
➢ JAKARTA FIR SELUAS 2,842,725 KM2; DAN
➢ UJUNG PANDANG FIR SELUAS 4,946,543 KM2
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JENIS RUANG UDARA YANG DILAYANI

Controlled 
Airspace

Ruang udara yang mendapatkan pelayanan:

• Air Traffic Control Service

• Flight Information Service

• Alerting Service 

Contoh:

Aerodrome Traffic Zone (ATZ), Control Zone (CTR), Terminal Control Area 
(TMA), Control Area (CTA)

Uncontrolled
Airspace

Ruang udara yang mendapatkan pelayanan:

• Flight Information Service

• Alerting Service

• Air Traffic Advisory Service 

Contoh:

FIR di luar controlled airspace, Aerodrome Flight Information Zone (AFIZ), 
Un-attand airspace
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RUANG UDARA YANG PERLU DIKETAHUI
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RUANG UDARA YANG PERLU DIKETAHUI (Cont)

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
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RUANG UDARA PENGOPERASIAN PUTA

400 ft

1. Persetujuan diperlukan:

A. Ruang udara disekitar bandara;

B. Controlled Airspace;

C. Ruang Udara di atas ketinggian 400ft

AGL (120m)

2. Persetujuan tidak diperlukan: 

Uncontrolled Airspace, di bawah 

ketinggian 400ft AGL (120m)
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SEGREGATED

Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa
Awak dipisahkan (segregated) dengan
pengoperasian Pesawat Udara berawak
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HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENGOPERASIAN PUTA

Kondisi Faktor Lingkungan

➢ Kondisi Meteorologi (Awan CB, icing, 
turbulensi)

➢ Temperatur Udara
➢ Interferensi Elektromangnetik (RF 

Transmissions, solar flares, abu gunung berapi)

Waktu Pengoperasian

➢Diprioritaskan pada DAY LIGHT

Kaidah Pengoperasian

➢ VLOS (Visual Line-of Sight)
➢ BVLOS (Beyond Visual Line-of Sight), memiliki 

kemampuan DAA (Detect & Avoid) dan 
kemampuan Tracking System.

Pengoperasian pada non-
populated area & populated area

➢Diprioritaskan pada non-populated area.
➢ Ketinggian memenuhi aspek keselamatan
➢Memiliki & bersedia menanggung jaminan atas 

kerugian pihak ketiga

Pengangkutan barang muatan /
kargo

➢Memenuhi standar keselamatan dan 
keamanan penerbangan.

➢ Sesuai dengan performa dan fungsi
➢ Pengangkutan barang berbahaya memenuhi 

ketentuan CASR 92

Pengoperasian untuk pertanian

➢Hanya beroperasi di areal pertanian/perkebunan
➢Dalam radius 500m tidak terdapat pemukiman 

penduduk

Berat

➢MTOW<25 kg : memenuhi CASR 107
➢MTOW>25 kg : memenuhi CASR 22, 

CASR 21, CASR 91 dan CASR terkait
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PROSEDUR DAN PERSETUJUAN PENGOPERASIAN PUTA
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MEKANISME PEMBERIAN PERSETUJUAN PENGOPERASIAN PUTA

AIRNAV

INDONESIA

DKPPU

DNP

KEMENHAN

/ TNI

Operation 

Authorization

Security

Clearance

Documents:

a) Assessment result (Airnav)

b) UASregistration (DKPPU)

c) RemotePilotCertificate (DKPPU)

d) Security Clearance(KEMENHAN/ TNI)

e) UAS authorization (DNP)

Notam

a

b c

• Mekanisme diperuntukan bagi Penggunaan PUTA untuk kegiatan komersial (survey, pemotretan, perkebunan, pertanian, dll)
• Untuk penggunaan hobi mengacu pada CASR Part 107 (berada dalam wadah komunitas).

• Persetujuan pengoperasian PUTA dilakukan melalui Website SidopiGo→ terintegrasi antara DKPPU (registrasi PUTA dan Remote 
Pilot), Perum LPPNPI (assessment ruang udara) dan DNP (persetujuan pengoperasian)
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Ditjen Hubud bekerja 
sama dengan K/L 
terkait sesuai tusi

e Reporting oleh 
Operator Drone

PENGAWASAN

d

14 hari kerja dengan 
persyaratan lengkap

Masa berlaku 
maksimal 1 tahun 
(pertimbangan teknis 
dan asuransi)



DATA PERSETUJUAN PUTA DI INDONESIA

Keterangan:
• Data merupakan jumlah surat ijin yang diterbitkan oleh DNP
• Pada tahun 2023, jumlah surat ijin adalah 326 surat dengan area sebanyak 1043 area pengoperasian
• Data tahun 2024→ 1 Januari 2024 sampai dengan 09 Desember 2024
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PERKEMBANGAN UTILISASI PESAWAT UDARA TANPA AWAK
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Drone untuk Runway Inspection 
dan Pre Calibration Check 

(Ground Inspection) NavAids

Drone Delivery Drone untuk kebutuhan 
pertanian

Trial AAM Ehang 216 di Bandara 
Budiarto Curug

Pengoperasian swarm 
drone (Drone light Show)

Trial (PoC) AAM Hyundai / KARI di 
Bandara APT Pranoto Samarinda



PESAWAT UDARA TANPA AWAK (PUTA) - DRONE
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MONITORING DAN PENGAWASAN PUTA



MONITORING PENGOPERASIAN PUTA

Keterangan:
• Menggunakan aplikasi NavEarth milik Airnav
• Memonitor NOTAM reservasi ruang udara (Temporary area)

Contoh:
Pengoperasian PUTA PT. 
Bintani Megahindah di Luwuk 
Banggai sd 25 Des 2024



MONITORING PENGOPERASIAN PUTA (Cont)

❑ Monitoring pengoperasian PUTA pada pelaksanaan G20 di Bali

❑ Monitoring pengoperasian PUTA pada pelaksanaan KTT ASEAN di Labuan Bajo

❑ Monitoring pengoperasian PUTA pada event balap MotoGP dan World Superbike

di Mandalika

❑ Monitoring pengoperasian PUTA pada uji coba (trial operation) drone delivery di 

Banten

❑ Monitoring pengoperasian PUTA pada uji coba (trial operation) UAM Ehang 216 di 

Bandar Udara Budiarto - Curug

❑ Monitoring drone show (swarm drone operation) pada malam tahun baru 2024, 

Jakarta Fair 2024, Pestapora 2024, Pokemon Droneshow 2024,The Dancing Crane 

2024, Scream and Dance 2024 dan Drone Race 2024

❑ Monitoring pengoperasian PUTA di lokasi pengoperasian sesuai surat persetujuan
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PENGAWASAN PENGOPERASIAN PUTA

Sinergitas & Kerja Sama dengan 
K/L terkait

OBJEK PENGAWASAN

❑Pengawasan pengoperasian PUTA dilaksanakan oleh
Direktorat Jenderal dan dilakukan dengan
bekerjasama dengan instansi terkait sesuai dengan
tugas dan kewenangannya (butir 5.1).

❑Pelaksanaan pengawasan terhadap pengoperasian
PUTA dilaksanakan oleh Inspektur Penerbangan
sesuai dengan tugas & kewenangannya serta
berdasarkan informasi pengaduan dari masyarakat
(butir 5.3).

❑Untuk pengenaan sanksi maupun pemberian
tindakan hukum, pelaksanaannya dikoordinasikan
lebih lanjut dengan aparat penegak hokum (butir
6.5b).

PELAKSANAAN PENGAWASAN
Berdasarkan PM 37 tahun 2020
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PERSETUJUAN PENGOPERASIAN PUTA DENGAN SIDOPIGO



PERSETUJUAN PENGOPERASIAN PUTA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

https://imsis-djpu.dephub.go.id/SidopiGO/Web/

Feature SIDOPI (2021)

Registrasi PUTA

Sertifikat Remote Pilot 

Hasil Asesmen Ruang Udara

Persetujuan Pengoperasian PUTA

Feature SIDOPI-GO (2022)

Registrasi PUTA

Sertifikat Remote Pilot 

Hasil Asesmen Ruang Udara

Persetujuan Pengoperasian PUTA

SIDOPI-GO merupakan pengembangan dari SIDOPI untuk meningkatkan efektifitas pelayanan 
dalam proses persetujuan pengoperasian pesawat udara tanpa awak di Indonesia

https://imsis-djpu.dephub.go.id/SidopiGO/Web/


PROSES PERSETUJUAN PENGOPERASIAN PUTA DENGAN APLIKASI SIDOPIGO



DOKUMEN PERSYARATAN PERSETUJUAN PENGOPERASIAN PUTA

Surat Permohonan 
Assessmen

Surat Permohonan 
Persetujuan

Dokumen Asuransi

Prosedur Pengoperasian 
(termasuk komunikasi dan 

koordinasi)

Prosedur Emergency

DOKUMEN YANG PERLU DIUPLOAD DI SIDOPIGO

Remote Pilot Certificate Registrasi Drone

DOKUMEN YANGAUTO VERIFIED DI SIDOPIGO

Output 1:
Hasil 

Assessment 
Perum LPPNPI



CONTOH DOKUMEN PERSETUJUAN PENGOPERASIAN PUTA

Output 2:
Surat Persetujuan 

Pengoperasian



CARA PENGGUNAAN APLIKASI SIDOPIGO


